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Abstract. This article aims to analyze the dialectical relationship between education and power throughout the 

history of civilizations, and to explain the strategic role of education as an agent of social transformation. This 

research employs a literature study method (library research) by examining various academic literatures, books, 

and relevant scientific journals. The findings indicate that in ancient civilizations, education was elitist and 

designed to maintain existing power hierarchies. In Islamic civilization, education played a dual role: as a center 

for scientific advancement supported by rulers, and simultaneously as a tool for political legitimation. During the 

colonial era, education functioned as a mechanism for social control, yet paradoxically fostered nationalist 

consciousness among the oppressed. In the modern era, education has become a crucial state policy instrument, 

while simultaneously possessing the potential to critically challenge oppressive power structures. In conclusion, 

education inherently possesses a dual function as both a tool for power reproduction and a vehicle for social 

change. Therefore, educational management must be conducted inclusively, fairly, and democratically to truly 

empower society and build a more just and advanced civilization. 
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Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dialektis antara pendidikan dan kekuasaan dalam 

lintas sejarah peradaban, serta menjelaskan peran strategis pendidikan sebagai agen transformasi sosial. Penelitian 

ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan menelaah berbagai literatur akademik, buku, 

dan jurnal ilmiah yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa pada peradaban kuno, pendidikan bersifat elitis 

untuk mempertahankan hierarki kekuasaan. Dalam peradaban Islam, pendidikan memiliki peran ganda: sebagai 

pusat kemajuan ilmu pengetahuan yang didukung penguasa, sekaligus alat legitimasi politik. Di era kolonial, 

pendidikan berfungsi sebagai alat kontrol sosial, namun secara paradoks justru melahirkan kesadaran 

nasionalisme. Sementara itu, di era modern, pendidikan menjadi instrumen kebijakan negara yang krusial, 

sekaligus berpotensi menjadi sarana kritik terhadap struktur kekuasaan yang opresif. Kesimpulannya, pendidikan 

memiliki dualitas fungsi sebagai alat reproduksi kekuasaan dan sarana perubahan sosial. Oleh karena itu, 

pengelolaan pendidikan harus dilakukan secara inklusif, adil, dan demokratis agar tidak terjebak pada kepentingan 

elit, melainkan benar-benar berfungsi memberdayakan masyarakat dan membangun peradaban yang lebih maju. 

 

Kata Kunci: Kekuasaan; Library Research; Pendidikan; Reproduksi Sosial; Transformasi Sosial. 

 

1. LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan elemen fundamental dalam peradaban manusia yang tidak hanya 

berfungsi sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan 

karakter, nilai budaya, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Agustian et al., 2023; 

Akdere & Egan, 2020; Haq et al., 2022). Namun, pendidikan tidak beroperasi dalam ruang 

hampa; ia sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik yang melingkupinya. Dalam 

perspektif ini, pendidikan sering kali dipandang sebagai instrumen strategis yang memiliki 
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dampak signifikan terhadap arah kemajuan suatu bangsa dan dinamika masyarakatnya (Al-

khresheh, 2024; Bansal et al., 2025). 

Keterkaitan antara pendidikan dan kekuasaan telah menjadi diskursus penting dalam 

studi sosial, di mana otoritas politik memegang peranan besar dalam menentukan arah, 

kurikulum, dan sistem pendidikan yang berlaku. Kekuasaan sering kali memanfaatkan lembaga 

pendidikan untuk menyebarkan ideologi, membangun loyalitas, dan menjaga stabilitas politik, 

sehingga pendidikan tidak selalu bersifat netral (Gao, 2023). Melalui mekanisme regulasi dan 

kebijakan, negara dapat mereproduksi struktur kekuasaan yang ada, meskipun di sisi lain, 

pendidikan juga berpotensi berfungsi sebagai alat pembebasan yang menumbuhkan kesadaran 

kritis masyarakat terhadap ketidakadilan (Foucault et al., 2025). 

Dinamika hubungan dialektis ini dapat dilacak melalui berbagai periode sejarah 

peradaban. Pada peradaban kuno, pendidikan cenderung bersifat elitis dan diarahkan untuk 

melayani kepentingan negara serta mempertahankan hierarki sosial. Sebaliknya, pada masa 

kejayaan peradaban Islam, pendidikan mengalami perkembangan pesat berkat dukungan 

penguasa, seperti pada Dinasti Abbasiyah yang mendirikan pusat-pusat ilmu pengetahuan. 

Meski demikian, pendidikan pada masa ini juga kerap digunakan sebagai alat legitimasi politik 

dan kontrol pemikiran keagamaan (Azqia & Sudjatnika, 2025; Palihin & Putri, 2025). 

Pola relasi yang kompleks ini terus berlanjut hingga masa kolonial dan era modern. Di 

masa kolonial, pendidikan dirancang secara eksklusif sebagai alat kontrol sosial dan penyedia 

tenaga kerja murah bagi penjajah, namun secara paradoks justru melahirkan kaum terpelajar 

yang memelopori semangat nasionalisme dan perlawanan (Toedien et al., 2025). Di era 

modern, pendidikan menjadi komponen krusial dalam kebijakan negara untuk pengembangan 

sumber daya manusia, sekaligus berpotensi menjadi agen transformasi sosial yang mendorong 

terciptanya masyarakat yang lebih demokratis dan berkeadilan (Arbi & Amrullah, 2024; 

Suhartini et al., 2025). 

Mengingat dualitas peran pendidikan tersebut, pemahaman mendalam mengenai 

interaksi antara pendidikan dan kekuasaan dalam lintasan sejarah menjadi sangat urgen. Artikel 

ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pendidikan dan kekuasaan dalam berbagai 

periode peradaban, serta menjelaskan peran strategis pendidikan dalam mendorong 

transformasi sosial. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditegaskan bahwa pengelolaan 

pendidikan harus dilakukan secara adil dan demokratis agar benar-benar berfungsi sebagai 

sarana pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar alat reproduksi kekuasaan.  
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2. KAJIAN TEORITIS 

Konsep Dasar Pendidikan dan Kekuasaan 

Pendidikan dan kekuasaan merupakan dua entitas yang memiliki hubungan dialektis dan 

saling memengaruhi dalam struktur masyarakat. Pendidikan tidak dapat dipandang semata-

mata sebagai proses transfer pengetahuan (instruksional), melainkan juga sebagai instrumen 

strategis untuk membentuk cara berpikir, sikap, nilai, dan perilaku individu (Fahrudin et al., 

2021). Di sisi lain, kekuasaan merujuk pada kapasitas suatu entitas, baik individu, kelompok, 

maupun lembaga negara, untuk mengarahkan tindakan orang lain sesuai dengan tujuan tertentu. 

Dalam konteks ini, negara atau penguasa memegang otoritas untuk menentukan kebijakan, 

kurikulum, dan regulasi pendidikan. Melalui mekanisme ini, pendidikan sering kali berfungsi 

sebagai alat untuk membangun identitas nasional, mencetak generasi yang sesuai dengan cita-

cita bangsa, dan menjaga stabilitas sosial (Nurhasanah et al., 2024; Pradana et al., 2020). 

Perspektif Kritis: Reproduksi dan Pembebasan 

Untuk memahami dinamika pendidikan dan kekuasaan secara mendalam, diperlukan 

perspektif teori kritis. Pendidikan tidak pernah bersifat netral karena selalu terikat erat dengan 

relasi pengetahuan dan kekuasaan (power/knowledge). Pengetahuan yang diajarkan di lembaga 

pendidikan merupakan hasil seleksi dari pihak yang berkuasa mengenai apa yang dianggap 

benar dan pantas. Oleh karena itu, sekolah dapat berfungsi sebagai mekanisme reproduksi 

kekuasaan melalui disiplin, regulasi, dan pengendalian cara berpikir masyarakat (Abiyyu & 

Anshori, 2025; Siswadi, 2024). 

Sebaliknya, Paulo Freire menawarkan perspektif pendidikan sebagai praktik pembebasan 

(pedagogy of the oppressed). Freire mengkritik pendidikan model "gaya bank" yang hanya 

menindas, dan sebaliknya mendorong pendidikan yang menumbuhkan kesadaran kritis 

(conscientization). Melalui pendidikan yang kritis, peserta didik diajak untuk memahami 

realitas sosial, mengenali struktur ketidakadilan, dan berani bertindak untuk mengubahnya. 

Dengan demikian, pendidikan memiliki dualitas fungsi: ia bisa menjadi alat dominasi 

kekuasaan, namun juga berpotensi menjadi sarana emansipasi masyarakat (Habibi et al., 2025). 

Pendidikan sebagai Instrumen Transformasi Sosial 

Di luar fungsi reproduksi kekuasaan, pendidikan memiliki peran intrinsik sebagai agen 

transformasi sosial. Pendidikan berfungsi mengalihkan nilai, norma, dan budaya antargenerasi, 

sekaligus membuka peluang mobilitas sosial vertikal bagi individu untuk memperbaiki kualitas 

hidup dan status sosialnya (Nashifah & Khasanah, 2025). Tilaar (2012) menekankan bahwa 

pendidikan memiliki peran strategis dalam menciptakan masyarakat yang demokratis, adil, dan 

berdaya saing. Ketika pendidikan dikelola secara inklusif dan demokratis, ia mampu 
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memperkecil jurang ketimpangan sosial, menumbuhkan kemampuan berpikir analitis terhadap 

tantangan globalisasi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan perubahan 

sosial yang positif dan berkeadilan (Auliawati et al., 2023; Elias & Mansouri, 2023). 

Dinamika Teoretis dalam Lintasan Sejarah Peradaban 

Kerangka teoretis di atas memberikan lensa untuk menganalisis hubungan pendidikan 

dan kekuasaan dalam berbagai periode sejarah. Pada peradaban kuno, pendidikan bersifat elitis 

dan berfungsi mempertahankan hierarki kekuasaan (Widodo, 2025). Dalam peradaban Islam, 

terdapat dualisme: di satu sisi, kekuasaan (seperti Dinasti Abbasiyah) menjadi pelindung dan 

akselerator kemajuan ilmu pengetahuan (Nunzairina, 2020)); di sisi lain, pendidikan juga 

digunakan untuk legitimasi politik dan kontrol ideologis, sebagaimana terlihat dalam pendirian 

Madrasah Nizamiyah pada era Seljuk (Khairiyah, 2024). Pada masa kolonial, pendidikan 

dirancang sebagai alat kontrol sosial dan stratifikasi rasial, namun secara paradoks justru 

melahirkan kaum terpelajar yang menginisiasi gerakan nasionalisme (Senor, 2026). Di era 

modern, hubungan ini semakin kompleks, di mana pendidikan menjadi bagian krusial dari 

kebijakan negara, namun dituntut untuk tetap mandiri dan berorientasi pada kepentingan 

masyarakat luas agar tidak terjebak dalam kepentingan elit semata (Mujiburrohman & Putri, 

2025). 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menerapkan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan 

kualitatif deskriptif untuk mengkaji secara komprehensif dinamika hubungan antara 

pendidikan dan kekuasaan dalam lintasan sejarah peradaban. Proses pengumpulan data 

dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap literatur sekunder, meliputi buku, jurnal 

ilmiah, dan publikasi akademik digital yang relevan dengan topik kajian. Sumber-sumber yang 

diperoleh kemudian diseleksi dan dievaluasi secara kritis berdasarkan kriteria keandalan, 

relevansi, dan validitas metodologisnya. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik 

analisis isi (content analysis) dan deskriptif-komparatif untuk mengidentifikasi pola serta tren 

peran pendidikan, baik sebagai instrumen reproduksi kekuasaan maupun sebagai agen 

transformasi sosial, sejalan dengan kerangka analisis kritis dalam kajian pendidikan 

kontemporer (Kusumawati et al., 2023).  
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dinamika Konseptual Pendidikan dan Relasi Kekuasaan 

Pendidikan dan kekuasaan merupakan dua entitas yang memiliki keterkaitan sangat erat 

dalam struktur kehidupan bermasyarakat. Pendidikan tidak dapat didefinisikan secara sempit 

hanya sebagai proses transfer pengetahuan di dalam ruang kelas. Lebih dari itu, pendidikan 

berfungsi sebagai instrumen strategis untuk membentuk cara berpikir, sikap, nilai, hingga 

perilaku individu. Melalui mekanisme pendidikan, individu memperoleh berbagai 

keterampilan dan kesadaran yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat 

(Laoli et al., 2025; Sunarsi et al., 2024; Wahib & Susanto, 2024). Oleh karena itu, pendidikan 

memegang peranan yang sangat fundamental dalam menentukan arah perkembangan suatu 

negara dan peradaban. 

Keterkaitan antara kedua elemen ini terlihat jelas dari peran negara dalam mengatur 

sistem pendidikan nasional. Pemerintah memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kurikulum, 

standar pembelajaran, hingga nilai-nilai ideologis yang ingin ditanamkan kepada peserta didik. 

Perspektif post-strukturalis menegaskan bahwa pendidikan tidak pernah berada dalam ruang 

netral karena selalu beririsan dengan relasi pengetahuan dan kekuasaan (Anshori, 2020). 

Pengetahuan yang diajarkan di sekolah merupakan hasil seleksi ketat dari pihak yang berkuasa 

mengenai apa yang dianggap benar dan penting (Bigoni et al., 2024; Damaševičius, 2025; 

Zamiri & Esmaeili, 2024). Akibatnya, lembaga pendidikan sering kali bertransformasi menjadi 

mekanisme reproduksi kekuasaan melalui regulasi dan pengendalian pola pikir masyarakat. 

Meskipun demikian, pendidikan tidak selamanya berfungsi sebagai alat penindasan yang 

melanggengkan dominasi kelompok penguasa. Paradigma pedagogi kritis menawarkan 

perspektif berbeda dengan menekankan bahwa pendidikan harus mampu menumbuhkan 

kesadaran kritis pada peserta didik. Melalui pendekatan yang membebaskan, masyarakat diajak 

untuk memahami realitas sosial secara utuh dan berani menentang berbagai bentuk 

ketidakadilan. Pendidikan yang progresif akan membuat individu semakin sadar akan hak, 

kewajiban, serta urgensi perubahan sosial (Duffy, 2025). Dengan demikian, kekuasaan dapat 

menentukan arah pendidikan, namun pendidikan juga memiliki potensi kuat untuk merombak 

struktur kekuasaan yang opresif. 

Tabel 1. Komparasi Perspektif Kekuasaan dalam Institusi Pendidikan. 

Perspektif 

Teoretis 

Konsep Dasar 

Kekuasaan 

Peran Lembaga 

Pendidikan 

Tujuan Akhir 

Pendidikan 

Post-Strukturalis Kekuasaan tersebar, 

relasi pengetahuan 

Alat disiplin dan 

reproduksi ideologi 

Kontrol sosial dan 

kepatuhan 
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Pedagogi Kritis Kekuasaan struktural 

yang menindas 

Sarana kesadaran 

kritis dan pembebasan 

Emansipasi dan 

transformasi sosial 

Kajian Kultural Hegemoni elit penguasa Legitimasi kebijakan 

negara 

Stabilitas politik dan 

nasionalisme 

 

Tabel di atas menguraikan perbandingan mendasar antara berbagai perspektif teoretis 

mengenai bagaimana kekuasaan beroperasi dalam institusi pendidikan. Pendekatan disiplin 

melihat kekuasaan sebagai jaringan pengetahuan yang mengontrol, sementara pedagogi kritis 

menyoroti potensi pendidikan untuk membongkar struktur penindasan. Pendekatan kultural 

menambahkan dimensi hegemoni elit yang menggunakan pendidikan untuk legitimasi politik. 

Pemahaman terhadap berbagai perspektif ini sangat penting untuk menganalisis secara 

komprehensif bagaimana kebijakan pendidikan dirancang dan diimplementasikan. 

Hegemoni Pendidikan pada Peradaban Kuno 

Pada masa peradaban kuno, relasi antara pendidikan dan kekuasaan sudah terlihat sangat 

menonjol dengan sifat yang cenderung eksklusif. Pendidikan pada era ini tidak dibuka untuk 

semua kalangan masyarakat, melainkan hanya dapat diakses oleh kelompok elit tertentu 

(Gutierrez De Blume & Alam, 2023; Merry & Boterman, 2020). Di Mesir Kuno, institusi 

pendidikan seperti sekolah juru tulis dirancang khusus untuk mendukung sistem birokrasi dan 

pemerintahan. Anak-anak dari golongan bangsawan mendapatkan hak istimewa untuk belajar 

mengelola administrasi negara demi menjaga stabilitas kekuasaan. Akses yang sangat terbatas 

ini menunjukkan bahwa pendidikan sejak awal telah dimanfaatkan untuk mempertahankan 

tatanan hierarki sosial (Fahim & Zoair, 2016). 

Pola serupa juga terlihat jelas dalam peradaban Yunani dan Romawi Kuno yang sangat 

menjunjung tinggi status kewarganegaraan. Di kota Athena, pendidikan memang lebih inklusif 

namun tetap hanya dibatasi untuk laki-laki merdeka yang berstatus warga negara. Sebaliknya, 

Sparta merancang sistem pendidikan militeristik yang secara eksklusif bertujuan mencetak 

prajurit yang loyal dan patuh pada negara (Tridimas, 2025). Sementara itu, Romawi 

menggunakan kurikulum retorika dan hukum untuk membentuk elit politik yang mampu 

mendominasi kehidupan publik. Pendidikan pada masa ini secara eksplisit berfungsi sebagai 

penanda status sosial sekaligus alat untuk mempertahankan dominasi kelas atas. 

Di belahan dunia lain, peradaban Tiongkok Kuno mengintegrasikan pendidikan dengan 

sistem kekuasaan melalui mekanisme ujian kenegaraan yang ketat. Sistem ini digunakan untuk 

merekrut pejabat birokrasi berdasarkan kemampuan akademik mereka, khususnya dalam 

penguasaan ajaran filsafat dominan (Patron & Arcelles, 2025). Meskipun tampak meritokratis, 
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sistem ujian ini tetap berada di bawah pengawasan ketat negara untuk memastikan loyalitas 

mutlak kepada kaisar. Berbagai contoh historis ini mengonfirmasi bahwa pendidikan kuno 

memiliki ciri utama yang elitis, teradministrasi, dan berorientasi pada kepentingan penguasa. 

Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sumber pengetahuan, tetapi lebih sebagai mekanisme 

canggih untuk menjaga struktur hierarki dalam masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Hierarki Akses Pendidikan pada Peradaban Kuno. 

Diagram tersebut memvisualisasikan bagaimana struktur hierarki pada peradaban kuno 

secara ketat membatasi akses terhadap institusi pendidikan. Kelompok elit dan penguasa 

memonopoli pengetahuan untuk memastikan kelangsungan administrasi dan militer negara 

mereka. Sebaliknya, masyarakat umum sengaja dijauhkan dari akses pendidikan formal untuk 

mencegah mobilitas sosial yang dapat mengancam kekuasaan (Denord et al., 2020). Visualisasi 

ini menegaskan bahwa pendidikan pada masa kuno bukan alat pemberdayaan massa, 

melainkan benteng pertahanan status quo. 

Dualisme Pendidikan dan Kekuasaan dalam Peradaban Islam 

Pendidikan dalam peradaban Islam memiliki hubungan yang sangat kompleks dengan 

kekuasaan politik sejak masa awal kemunculannya. Pendidikan Islam tidak hanya dimaknai 

sebagai proses transmisi ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana untuk menanamkan adab 

dan keseimbangan spiritual. Pada masa kejayaan dinasti besar, para penguasa memberikan 

dukungan luar biasa dengan mendanai kegiatan ilmiah dan membangun institusi pendidikan. 

Pendirian pusat penerjemahan dan sains menjadi bukti nyata bagaimana penguasa bertindak 

sebagai pelindung yang mempercepat pertumbuhan peradaban. Dukungan politik ini 

memungkinkan lahirnya berbagai disiplin ilmu baru dan melahirkan banyak ilmuwan besar 

yang diakui secara global. 
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Namun di sisi lain, penguasa juga sering kali memanfaatkan lembaga pendidikan sebagai 

alat untuk melegitimasi otoritas politik mereka. Para penguasa tidak segan menggunakan 

institusi pendidikan untuk menyebarkan ideologi teologis tertentu yang menguntungkan posisi 

politik mereka. Peristiwa pemaksaan paham teologi tertentu pada masa lalu merupakan contoh 

nyata ketika negara mengontrol pemikiran agama melalui otoritas pendidikan (Mursal Aziz, 

2020). Kebijakan ini menunjukkan upaya negara untuk mengontrol pemikiran keagamaan dan 

intelektual melalui intervensi kurikulum dan pengajaran. Dalam konteks ini, pendidikan 

kehilangan netralitasnya dan bertransformasi menjadi instrumen yang efektif untuk 

mempertahankan kekuasaan dan mengendalikan masyarakat. 

Meskipun menghadapi tekanan politik, tradisi keilmuan Islam juga mencatatkan sejarah 

perlawanan intelektual untuk menjaga independensi akademis. Banyak ulama yang menolak 

tunduk pada intervensi kekuasaan dan memilih untuk menjaga integritas keilmuan meski 

menghadapi tekanan pemerintah. Dinamika ini menunjukkan bahwa ruang pendidikan dalam 

Islam tetap memiliki ruang untuk berkembang secara kritis dan mandiri. Di era Seljuk, 

pendirian Madrasah Nizamiyah semakin mengukuhkan peran pendidikan sebagai alat untuk 

memperkuat ortodoksi Sunni dan melatih birokrat negara. Secara keseluruhan, hubungan 

pendidikan dan kekuasaan dalam Islam bersifat dialektis, di mana kekuasaan bisa memajukan 

ilmu sekaligus membatasi kebebasan intelektual (Daulay et al., 2025; Fajriah et al., 2026; 

Humaidi et al., 2026). 

Tabel 2. Institusi Pendidikan dan Fungsi Politisnya dalam Sejarah Peradaban Islam. 

Nama Institusi Era / Dinasti Fungsi Intelektual Fungsi Politis 

Bayt al-Hikmah Abbasiyah Pusat penerjemahan dan 

sains 

Legitimasi rasionalisme dan 

teologi negara 

Madrasah Nizamiyah Seljuk Pengajaran fikih dan 

sains 

Penyebaran ortodoksi Sunni 

& kader birokrat 

Majelis Hisbah Berbagai Dinasti Pengawasan etika 

akademis 

Kontrol sosial dan kepatuhan 

doktrin 

 

Tabel ini merinci bagaimana institusi pendidikan dalam sejarah Islam tidak hanya 

berfungsi sebagai pusat keilmuan tetapi juga memiliki muatan politis yang kuat. Pusat 

penerjemahan menunjukkan patronasi penguasa terhadap sains yang beriringan dengan agenda 

teologis negara. Sementara itu, institusi pendidikan formal secara eksplisit dirancang untuk 

mengonsolidasikan kekuasaan politik melalui penyeragaman ideologi keagamaan. Data ini 

membuktikan bahwa patronasi politik terhadap pendidikan selalu membawa konsekuensi 

berupa intervensi terhadap arah pengembangan intelektual. 
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Paradoks Sistem Pendidikan Kolonial 

Pendidikan pada era kolonial dirancang secara sistematis oleh penguasa penjajah untuk 

melayani kepentingan ekonomi dan administrasi mereka. Di Indonesia, pemerintah kolonial 

menerapkan sistem pendidikan yang sangat eksklusif dan diskriminatif berdasarkan stratifikasi 

rasial (Rifa’i et al., 2025; Sunarya, 2025). Anak-anak Eropa mendapatkan akses ke sekolah 

berkualitas tinggi yang mempersiapkan mereka untuk posisi kepemimpinan dan administrasi 

tingkat atas. Sementara itu, masyarakat pribumi hanya diarahkan ke sekolah dasar yang sekadar 

mengajarkan keterampilan dasar membaca dan berhitung. Tujuan utama pendidikan bagi 

pribumi bukanlah untuk mencerdaskan bangsa, melainkan untuk menyediakan tenaga kerja 

murah bagi birokrasi kolonial. 

Meskipun dirancang untuk alat kontrol sosial, sistem pendidikan kolonial secara tidak 

sengaja menghasilkan efek paradoks yang merugikan penjajah. Akses terbatas terhadap 

pendidikan modern justru melahirkan kelompok baru kaum terpelajar pribumi yang mulai 

menyadari ketimpangan sosial (Darung & Kaling Darung, 2015). Kelompok ini mulai 

memahami pentingnya persatuan dan menginisiasi kesadaran nasionalisme untuk melawan 

dominasi kolonial. Dari rahim pendidikan kolonial inilah muncul tokoh-tokoh pergerakan 

nasional yang kemudian menggalang perlawanan terorganisir. Pendidikan yang awalnya 

ditujukan untuk melanggengkan penjajahan, berbalik menjadi katalisator utama yang 

meruntuhkan fondasi kekuasaan kolonial. 

Kesadaran akan ketidakadilan sistem ini mendorong tokoh-tokoh nasionalis untuk 

menciptakan alternatif pendidikan yang membebaskan. Institusi pendidikan nasional didirikan 

sebagai bentuk perlawanan nyata terhadap hegemoni dan diskriminasi sistem pendidikan 

kolonial. Filosofi pendidikan baru dirumuskan agar memihak pada rakyat banyak dan bertujuan 

untuk memerdekakan manusia secara lahir dan batin. Alternatif pendidikan ini menjadi bukti 

empiris bahwa pendidikan dapat difungsikan sebagai sarana perlawanan dan pemulihan 

martabat bangsa. Paradoks kolonial ini menegaskan bahwa pendidikan memiliki kekuatan 

transformatif yang tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh rezim penguasa. 
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Gambar 2. Dualisme Sistem Pendidikan Kolonial dan Efek Paradoksnya. 

Diagram tersebut menggambarkan dualisme sistem pendidikan kolonial yang membagi 

akses berdasarkan kelas sosial dan ras. Di satu sisi, struktur ini dirancang untuk menghasilkan 

tenaga kerja yang tersegmentasi sesuai dengan kebutuhan eksploitasi kolonial. Di sisi lain, 

akses pendidikan yang diterima oleh kaum pribumi elit memicu efek domino berupa kesadaran 

kritis dan nasionalisme. Alur visual ini secara jelas menunjukkan bagaimana instrumen 

penindasan kolonial pada akhirnya melahirkan alat untuk menghancurkan kekuasaan mereka 

sendiri. 

Kompleksitas Relasi Pendidikan dan Kekuasaan Era Modern 

Pendidikan di era modern tidak dapat dilepaskan dari pengaruh elemen kekuasaan yang 

beroperasi melalui berbagai kebijakan strategis. Kebijakan pendidikan, penyusunan kurikulum, 

hingga sistem evaluasi pembelajaran sering kali sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik 

dan ideologi negara. Pendidikan digunakan sebagai instrumen untuk membangun karakter dan 

pola pikir masyarakat agar selaras dengan agenda pembangunan yang ditetapkan penguasa 

(Putri & Suhardi, 2023; Schulte, 2018). Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan di era 

modern jarang sekali bersifat netral, melainkan sarat dengan muatan legitimasi kekuasaan. 

Negara menggunakan otoritasnya untuk memastikan bahwa output pendidikan sesuai dengan 

kebutuhan pasar dan stabilitas politik nasional. 

Dalam praktiknya, arah kebijakan pendidikan modern sering kali lebih banyak 

mencerminkan kepentingan kelompok elit daripada kebutuhan masyarakat secara luas. 

Kelompok penguasa dan pemilik modal memiliki pengaruh yang sangat besar dalam 

menentukan standar kompetensi dan orientasi pendidikan nasional (Zusho et al., 2023). 

Akibatnya, sistem pendidikan cenderung berorientasi pada pencetakan tenaga kerja yang patuh 
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dan kompetitif secara ekonomi, bukan pembebasan intelektual. Situasi ini menciptakan 

kesenjangan antara tujuan ideal pendidikan dengan realitas implementasi yang sarat akan 

kepentingan oligarki. Relasi kuasa yang timpang ini membuat pendidikan berisiko kehilangan 

fungsi sosialnya sebagai alat kontrol terhadap penyimpangan kebijakan publik (Rosser, 2023). 

Meskipun demikian, pendidikan modern juga menyimpan potensi besar untuk 

mengkritisi dan mengontrol kekuasaan yang bersifat otoriter. Melalui penerapan pedagogi 

kritis dan sistem pendidikan yang demokratis, peserta didik dapat dilatih untuk memiliki 

kemampuan berpikir analitis. Kesadaran sosial yang terbentuk melalui pendidikan akan 

membuat masyarakat lebih peka terhadap berbagai bentuk ketidakadilan struktural (Fernando, 

2025; Pantazidis & Bantiou, 2026). Oleh karena itu, diperlukan sistem pendidikan yang 

mandiri dan berorientasi pada kepentingan publik di tengah arus globalisasi. Kemandirian ini 

sangat penting agar pendidikan tidak mudah dibajak oleh kepentingan kekuasaan tertentu dan 

tetap berfungsi sebagai agen perubahan. 

Tabel 3. Indikator Intervensi Kekuasaan dalam Kebijakan Pendidikan Modern. 

Bentuk 

Intervensi 

Mekanisme Operasional Dampak terhadap 

Kurikulum 

Konsekuensi Sosial 

Politisasi 

Kurikulum 

Penyesuaian materi dengan 

ideologi penguasa 

Penekanan pada narasi 

tunggal negara 

Pembatasan ruang 

diskusi kritis 

Komersialisasi 

Pendidikan 

Kerjasama dengan 

korporasi multinasional 

Orientasi pada 

keterampilan vokasional 

pasar 

Ketimpangan akses 

pendidikan berkualitas 

Sentralisasi 

Evaluasi 

Standarisasi ujian nasional 

secara ketat 

Pengajaran berorientasi 

pada tes 

Matinya kreativitas dan 

inovasi guru 

 

Tabel ini memetakan berbagai bentuk intervensi kekuasaan yang sering terjadi dalam 

sistem pendidikan modern di berbagai negara. Politisasi kurikulum dan sentralisasi evaluasi 

menunjukkan bagaimana negara menggunakan instrumen birokrasi untuk mengontrol narasi 

yang diterima peserta didik. Sementara itu, komersialisasi pendidikan memperlihatkan 

masuknya pengaruh kekuatan pasar yang mendiktekan arah pengembangan kompetensi 

lulusan. Pemahaman terhadap indikator-indikator ini sangat krusial bagi para pembuat 

kebijakan dan praktisi pendidikan untuk menjaga otonomi institusi akademis. 

Pendidikan sebagai Agen Transformasi Sosial 

Pendidikan pada hakikatnya merupakan instrumen yang paling krusial untuk mendorong 

transformasi struktur sosial dalam masyarakat. Fungsi pendidikan melampaui sekadar transfer 

pengetahuan, melainkan mencakup pembentukan cara pikir dan sikap agar individu mampu 
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beradaptasi dengan perubahan zaman. Melalui pendidikan, nilai-nilai luhur, norma, dan budaya 

dapat dialihkan dari satu generasi ke generasi berikutnya secara sistematis (Wibowo et al., 

2024). Proses pewarisan nilai ini sangat penting untuk menciptakan kehidupan sosial yang 

lebih teratur, dinamis, dan beradab. Pendidikan memfasilitasi pengembangan potensi alami 

individu sehingga mereka dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

Lebih jauh lagi, pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan 

tatanan masyarakat yang demokratis, adil, dan berdaya saing tinggi. Pendidikan berfungsi 

sebagai jalur mobilitas sosial yang memungkinkan individu dari latar belakang marginal untuk 

memperbaiki kualitas hidup mereka (Niazi, 2025; Qudsia, 2024). Melalui perolehan 

pengetahuan dan keterampilan, kesenjangan sosial dapat dipersempit dan struktur masyarakat 

yang lebih egaliter dapat diwujudkan. Pendidikan juga mendorong individu untuk bersikap 

terbuka, berpikir kritis, dan responsif terhadap berbagai tantangan globalisasi. Dengan 

demikian, pendidikan tidak hanya berdampak pada perkembangan individu, tetapi juga secara 

langsung memengaruhi arah perubahan sosial masyarakat. 

Agar fungsi transformatif ini dapat terwujud secara optimal, pengelolaan pendidikan 

harus dilakukan secara inklusif, adil, dan demokratis. Pendidikan tidak boleh dibiarkan terjebak 

dan hanya berfungsi sebagai alat reproduksi kekuasaan yang melanggengkan ketimpangan 

yang sudah ada. Sistem pendidikan harus dirancang untuk memberdayakan masyarakat luas 

dan membangun peradaban yang lebih maju dan berkeadilan (Wong, 2025). Kesadaran akan 

peran pendidikan sebagai agen transformasi sosial harus menjadi landasan utama dalam setiap 

perumusan kebijakan publik. Hanya dengan cara ini, pendidikan akan benar-benar menjadi 

cahaya yang menuntun masyarakat menuju kondisi yang lebih sejahtera dan beradab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Siklus Transformasi Sosial melalui Pendidikan. 
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Diagram siklus tersebut memperlihatkan bagaimana pendidikan beroperasi sebagai agen 

transformasi sosial yang saling berkaitan antar level. Perubahan dimulai dari pengembangan 

individu yang kemudian mentransfer nilai-nilai baru ke dalam interaksi masyarakat luas. 

Akumulasi dari kesadaran kritis dan mobilitas masyarakat pada akhirnya akan merombak 

struktur sosial menjadi lebih adil dan demokratis. Struktur sosial yang baru ini kemudian akan 

kembali menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan individu secara 

berkelanjutan. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Hubungan antara pendidikan dan kekuasaan bersifat dialektis dan saling memengaruhi 

sepanjang lintasan sejarah peradaban manusia. Pendidikan tidak pernah beroperasi dalam 

ruang yang netral, melainkan selalu diarahkan oleh pemegang otoritas untuk membentuk pola 

pikir, nilai, dan perilaku masyarakat sesuai dengan agenda politik atau ideologi tertentu, baik 

melalui pengaturan kurikulum maupun pengelolaan institusi. Bukti historis menunjukkan 

dualitas fungsi ini secara konsisten: mulai dari pendidikan elitis di peradaban kuno yang 

melanggengkan hierarki sosial, dukungan sekaligus kontrol penguasa dalam peradaban Islam, 

hingga paradoks pendidikan kolonial yang dirancang untuk dominasi namun justru melahirkan 

kesadaran nasionalisme. Di era modern, dinamika ini semakin kompleks, di mana pendidikan 

tetap rentan terhadap intervensi kepentingan elit, namun sekaligus menyimpan potensi besar 

sebagai instrumen kontrol sosial yang kritis terhadap kebijakan yang opresif. 

Di luar fungsinya sebagai alat reproduksi kekuasaan, pendidikan memegang peranan 

yang sangat strategis sebagai agen transformasi sosial. Melalui proses pendidikan yang 

berkualitas, individu dapat meningkatkan kualitas hidup, meraih mobilitas sosial vertikal, serta 

mengembangkan kemampuan berpikir analitis untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan 

tatanan masyarakat yang lebih demokratis. Oleh karena itu, pengelolaan sistem pendidikan ke 

depan harus dilakukan secara inklusif, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik yang luas. 

Hal ini sangat krusial agar pendidikan tidak terjebak sebagai sarana pelestarian dominasi 

kelompok tertentu, melainkan benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan 

masyarakat dan pembangunan peradaban yang lebih maju serta berkeadilan. 
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